(SALINAN

BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 72 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

b. bahwa kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagai pejabat negara, dan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajibannya
yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas,
profesionalitas, proporsionalitas dan transparan;

c. bahwa untuk kelancaran dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72
Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk
disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan
huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2022 tentang
Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bengkalis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6962);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak
Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta
Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2021 Nomor 3); dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72 Tahun 2022 tentang
Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022
Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BENGKALIS NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 72
Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis
Tahun 2022 Nomor 72) diubah sebagai berikut:




1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkalis.

Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis.
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bengkalis.

Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah hak yang melekat pada jabatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah selaku pejabat Negara yang terdiri atas
gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD
sebagai dasar penyusunan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

Biaya operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-
tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Belanja Penunjang Operasional adalah belanja yang
dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas dan
wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disispkan 1 (satu ) pasal, yakni
Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 13A

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk
penganggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil
Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
merupakan data realisasi PAD 2 (dua) Tahun sebelumnya dari
tahun anggaran yang direncanakan.




(2)

4

Perhitungan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten
Bengkalis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris
Daerah selaku ketua TAPD.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

Pelaksanaan pembayaran hak keuangan Bupati dan Wakil
Bupati dilakukan berdasarkan realisasi PAD tahun anggaran
berkenaan.

Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran maka akan
dilakukan penyesuaian pada Perubahan APBD.

Pelaksanaan pertanggung jawaban pembayaran hak keuangan
Bupati dan Wakil Bupati sekurang kurangnya memuat:

a. Amprah/Tanda terima;
b. Bukti transfer; dan

c. Bukti penggunaan dana berupa kwitansi dan foto
Dokumentasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal 14 JULI 2725

& LZ)I,

Diunday g F

KEPALA BAGIAN UKUM

KALIS BUPATI BENGKALIS,
TTD
78 5.3?,—9 WROJARRASYID, S.H., M.H KASMARNI

di Bengkalis
pada tanggal 15 JUL

I 2825

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025 NOMOR 32
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